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Abstrak 
Tulisan ini menjelaskan konsep kepemilikan Negara atas 
sumberdaya air dalam pandangan maqasyid syariah. Tulisan 
ini mengacu pada studi kasus putusan Mahkamah Konsitusi 
dalam Judical Reviee Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2004 tentang Pengelolaan sumberdaya air. Konsep 
kepemilikan negara dalam pandangan mahkamah konstitusi 
adalah bahwa sumberdaya air merupakan milik Negara 
yang diperuntuhkkan untuk segenap rakyat Indonesia. 
Peran dari pihak swasta hanya sebatas pada pengembangan, 
penelitian dan pendistribusian saja, selebihnya tetap 
dikuasai negara dalam konteks merumuskan kebijakan, 
pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. 
Negara tidak hanya berperan sebagai pengatur akan tetapi 
juga tetap sebagai pengelola melalui BUMN dan BUMD.  
Dalam pandangan maqasid syariah, aspek dilalah maqasid 
harus dikembangkan sebagai bagian dari perkembangan 
modern. Peran negara sebagai pemilik SDA tidak diartikan 
secara sempit dengan meniadakan peran pihak lainnya 
dalam pengelolaan SDA. Ini karena, tujuan (maqsid) dari 
negara, yaitu untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya 
harus dilakukan oleh semua pihak, tidak hanya oleh negara 
sendirian.  
 
Kata kunci: kepemilikan negara, sumber daya air, maqashid 
syari’ah.  
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Pendahuluan 
Perkembangan tentang pengelolaan air minum dan penyehatan 
lingkungan (AMPL) menemukan pijakan dalam Konferensi 
Internasional di Rio de Janeiro pada tahun 1991 yang dihadiri oleh 
pakar air minum yang kemudian menghasilkan prinsip Dublin-Rio. 
Prinsip ini mempunyai beberapa komponen. Pertama, air adalah 
sumber daya yang terbatas dan rentan, penting untuk menopang 
kehidupan, pembangunan, dan lingkungan. Kedua, pembangunan dan 
pengelolaan air harus berdasarkan pendekatan partisipatif, 
menyertakan pengguna, perencana, dan pembuat kebijakan pada 
semua tingkatan. Ketiga, perempuan memainkan peran penting 
utama dalam penyediaan, pengelolaan, dan perlindungan air. 
Keempat, air memiliki nilai ekonomi dalam seluruh penggunaannya, 
dan harus dianggap sebagai benda ekonomi. Banyak kalangan yang 
menganggap bahwa prinsip ini (terutama prinsip keempat) menjadi 
dasar dalam privatisasi air di dunia. Air ketika dianggap sebagai 
benda ekonomi tentu akan terpengaruh dengan sistem pasar (supply 
and demand) sehingga hasil dan pelayanannya pun akan dipengaruhi 
oleh harga.  
Permasalahan AMPL ini juga sampai ke Indonesia. Sebagai 
negara tropis tentu Indonesia mempunyai sumber air yang sangat 
melimpah. Tidak heran bila pemerintah membuat Undang-undang 
tentang pengelolaan air yang tertuang dalam UU SDA No. 7 tahun 
2004. Dalam UU ini memuat tentang aturan-aturan pengelolaan 
sumber daya air di Indonesia.  
Air dalam ekonomi Islam ditempatkan sebagai barang publik, 
bersama dengan rumput, api dan garam. Air tidak boleh dimiliki 
secara pribadi dan tidak boleh diperjualbelikan karena khawatir akan 
menimbulkan kemudharatan, yaitu menghalangi terpenuhinya 
kebutuhan masyarakat atas air, menjadikan air menjadi barang mahal, 
dan tidak menyisakan jumlah yang cukup bagi generasi selanjutnya. 
Dalam pengelolaan air di Indonesia, pemerintah mendirikan 
BUMN/BUMD yang mengelola AMPL serta bekerja sama dengan 
masyarakat setempat serta perusahaan swasta. Hal ini yang menjadi 
polemik di beberapa kalangan ketika pihak swasta ikut serta dalam 
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mengelola barang publik. Mereka beranggapan telah terjadi 
swastanisasi SDA kasatmata. Tidak heran bila mereka mengajukan 
judicial review ke Mahkamah Konstitusi tahun 2004 dan 2013. Hal 
yang menarik adalah pemerintah berkilah bahwa tidak terjadi 
swastanisasi SDA, karena semua SDA tetap dimiliki oleh 
pemerintah. Pihak swasta hanya membantu pengelolaan dan 
pengembangan SDA untuk kemakmuran penduduk Indonesia. 
 
Judicial Review UU SDA No. 7 tahun 2004  
UU SDA No. 7 tahun 2004 yang dianggap sebagai celah dalam 
swastanisasi telah mengalamai judicial review tahun 2004. 
Keputusan Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa UU SDA No. 7 
tahun 2004 telah sesuai dengan UUD 1945. Pertimbangan hukum 
yang menjadi dasar keputusan tersebut adalah: 
 
a. Hak atas air adalah hak asasi manusia 
Dalam pandangan Islam, air merupakan komponen terpenting 
bagi makhluk hidup, terutama manusia. Air menjadi sebab kehidupan 
di muka bumi. Hal ini ditegaskan oleh Alah dalam al-Quran surat al-
Anbiya’: 30 yang artinya:  
 .... dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka 
mengapakah mereka tiada juga beriman? (QS:30). 
 
Wahbah Zuhaili menafsirkan ayat di atas bahwa setiap 
makhluk hidup diciptakan dari unsur air. Air merupakan unsur 
terpenting dari makhluk hidup di dunia ini. Ayat tersebut juga 
menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa 
adanya air. Air menjadi sebab kehidupan bagi semua makhluk hidup. 
Islam sependapat bahwa hak atas air termasuk hak paling dasar bagi 
manusia untuk kelangsungan hidupnya di dunia ini.
1
 
Selain ayat di atas, Nabi Muhammad juga mengakui bahwa air 
adalah kebutuhan pokok bagi manusia dan mengelompokkannya 
dalam barang-barang yang menjadi milik umum dan tidak dimiliki 
                                                     
1
 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, jilid IV, (Beirut: Dar 
al-Fikr, 1985), 234. 
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oleh perseorangan atau individu. Hal ini menunjukkan betapa 
pentingnya air bagi kehidupan manusia. Islam sepakat bahwa hak 
terhadap air merupakan bagian dari hak asasi manusia. 
b. Privatisasi dan komersialisasi pengelolaan sumber daya air 
Air termasuk barang yang menjadi milik umum, maka tidak 
seorang pun yang dapat memilikinya kecuali dalam keadaan tertentu, 
seperti air sumur yang berada di tanah seseorang. Seseorang hanya 
diperbolehkan untuk memanfaatkannya tanpa harus memiliki.  
Dalam pasal 11 ayat (3) yang menyatakan bahwa: ‚penyusunan 
pola pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan melibatkan peran 
masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya‛, para pemohon 
menyatakan bahwa pasal ini akan membuka pintu privatisasi (proses 
pemilikan pribadi) terhadap sumber-sumber air yang dapat merugikan 
orang lain, dikarenakan adanya kata ‚seluas-luasnya‛. Kata inilah 
yang menurut pemohon akan membuka lebar-lebar pintu privatisasi 
terhadap air. Mahkamah agung berpendapat bahwa peran negara 
sebagai yang menguasai air (sebagaimana yang termaktub dalam 
pasal 33 ayat (3) UUD 1945) yang dilaksanakan oleh pemerintah atau 
pemerintah daerah tetap ada dan tidak dialihkan kepada dunia usaha 
atau swasta. Pemerintah dapat berperan sebagai regulator (yang 
mengatur dan menyusun peraturan) yang mengatur eksplorasi sumber 
daya air supaya berlangsung dengan baik dan tidak merugikan 
kepentingan umum.  
Para pemohon juga mendalihkan UU SDA akan mengakibatkan 
terjadinya komersialisasi terhadap air, karena UU SDA menganut 
prinsip ‚penerima manfaat jasa pengelolaan sumber daya air wajib 
menanggung biaya pengelolaan‛ sesuai dengan jasa yang 
dipergunakan (pasal 26 ayat (7) UU SDA). Majelis hakim 
berpendapat bahwa prinsip ini justru menempatkan air tidak sebagai 
objek untuk tidak dikenai harga secara ekonomi, karenanya tidak ada 
harga air sebagai komponen dalam menghitung jumlah yang harus 
dibayar oleh penerima manfaat. 
 
c. Kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap hak (asasi 
manusia) atas air 
Maksum, Konsep Kepemilikan Negara| 239 
Sebagai konsekuensi pengakuan bahwa hak atas air merupakan 
bagian dari hak asasi manusia, maka ada kewajiban dan tanggung 
jawab negara untuk menjamin hak tersebut dapat terlaksana dengan 
baik. Dalam UU SDA, majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan 
pasal 5 yang berbunyi: ‚negara menjamin hak setiap orang untuk 
mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna 
memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif‛, adalah 
rumusan hukum yang mencakup memadai untuk menjabarkan hak 
asasi atas air sebagai hak yang dijamin oleh UUD 1945. Hal ini 
kemudian dilanjutkan dengan adanya tanggung jawab pemerintah 
dalam pemenuhan hak atas air tersebut dalam pasal 14,15, dan 16 UU 
SDA yang berisi adanya tanggung jawab pemerintah untuk 
menetapkan kebijakan nasional sumber daya air dan mengatur, 
menetapkan dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, 
penggunaan, dan pengesahan sumber daya air pada wilayah sungai. 
Dalam putusannya, mahkamah Konstitusi menolak semua 
permohonan yang diajukan oleh para pemohon dalam pengujian 
konstitusionalitas UU SDA terhadap UUD 1945. Majelis hakim 
konstitusi berpendapat bahwa secara formil maupun materiil, UU 
SDA tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam amar putusan, 
majelis hakim juga menafsirkan frase ‚dikuasi oleh negara‛ dalam 
pasar 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: ‚Bumi dan air dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat‛. 
Mejelis hakim berpendapat bahwa frase ‚dikuasai negara‛ harus 
diartikan sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh 
negara yang mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh 
kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan alam. Penguasaan 
ini mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada 
pemilikan dalam konsepsi hukum perdata, karena kepemilikan 
tersebut lahir dari konstruksi kedaulatan rakyat yang dinyatakan 
dalam hukum tertinggi, yaitu Undang Undang Dasar 1945. 
Majelis hakim berpendapat bahwa penguasaan negara atas air 
meliputi kegiatan: 
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1. Merumuskan kebijakan (beleid), yaitu merumuskan 
kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya air. 
2. Melakukan tindakan pengurusan (besturrsdaad). Fungsi ini 
oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk 
mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (wergunning), lisensi 
(licentie), dan konsesi (consessie). 
3. Melakukan pengaturan (regelendaad). Fungsi pengaturan 
oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR 
bersama dengan pemerintah, dan regulasi oleh pemerintah 
(eksekutif).  
4. Melakukan pengelolaan (beheersdaad). Fungsi pengelolaan 
dilakukan melalui mekanisme kepemilikan saham (share-holding) 
dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan 
Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai 
instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. pemerintah 
mendayagunakan penguasannya atas sumber-sumber kekayaan itu 
untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
5. Melakukan pengawasan (toezichthoudendaad). Fungsi 
pengawasaan dilakukan oleh pemerintah sebagai wakil negara 
terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya air. 
2
 
 
Hukum Barang Publik dalam Islam  
Dalam pandangan Islam kepemilikan terhadap sumber daya 
alam yang ada di bumi pada dasarnya ialah milik Allah SWT (Qs. Al-
Nuur : 33). Kepemilikan yang ada pada Allah pada dasarnya ialah 
semata untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi segenap 
manusia. Untuk mengatur penggunaan kepemilikan tersebut di muka 
bumi, Allah mengaturnya lewat pesan universal Al-Qur’an dan pesan-
pesan rasul-Nya seperti yang ada dalam Hadist dan Sunnah. Pesan 
Al-Qur’an dan Hadist inilah yang kemudian melahirkan ijtihad 
ulama’.  
Hak kepemilikan sumber daya alam dalam Islam ditegaskan 
sangat spesifik dalam sebuah Hadist yang berbunyi :  
                                                     
2
 Putusan Mahkamah Konstitusi 063/PUU-II/2004 
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Artinya : ‚Kaum Muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) 
dalam tiga hal: air, padang rumput dan api‛ (HR Abu Dawud, 
Ahmad dan Ibnu Majah).  
 
Alasan mendasar dari eksistensi kepemilikan ketiga hak 
tersebut (air, padang, rumput dan api) karena manfaat hak ketiganya 
yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Peniadaan terhadap 
hak-hak publik tersebut akan mendorong terhadap kemiskinan, 
pemelaratan dan kemudaratan. Privatisasi terhadap ketiga hak 
tersebut berarti akan meniadakan hak-hak publik untuk menggunakan 
dan mengkonsumsinya. Berkaitan dengan dimensi publik seperti di 
atas juga, Rasulullah SAW pada suatu kesempatan bersabda :  
Artinya : ‚Bahwa ia datang kepada Rasulullah saw meminta 
(tambang) garam, maka beliau pun memberikannya. Setelah ia 
pergi ada seorang laki-laki yang bertanyakepada beliau, 
‚Wahai Rasulullah, tahukah apa yang engkau berikan 
kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu 
yang bagaikan air mengalir. Lalu ia berkata: Kemudian 
Rasulullah saw pun manarik kembali tambang itu darinya‛ (HR 
Abu Dawud).  
 
Sebab-sebab kehadiran hadist ini dijelaskan oleh Abu Ubaid, ia 
mengatakan bahwa pemberian Nabi SAW kepada Abyadh bin 
Hambal terhadap tambang garam yang terdapat di daerah Ma’rab 
yang kemudian beliau mengambilnya kembali dari tangan Abyadh. 
Sesungguhnya Rasulullah mencabutnya semata karena menurut 
beliau tambang tersebut merupakan tanah mati yang dihidupkan oleh 
Abyadh lalu dia mengelolanya.  
Ketika Nabi SAW mengetahui bahwa tambang tersebut 
(laksana) air yang mengalir, yang mana air tersebut merupakan benda 
yang tidak pernah habis, seperti mata air dan air bor, maka beliau 
mencabutnya kembali. Ini karena, sunnah Rasulullah SAW dalam 
masalah padang, api dan air menyatakan bahwa semua manusia 
berserikat dalam masalah tersebut. Oleh karena itu, beliau melarang 
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bagi seseorang untuk memilikinya, sementara yang lain tidak dapat 
memilikinya.  
Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan sangat lengkap tentang 
hak kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam dalam Islam. 
Taqiyuddin membagi kepemilikan dalam Islam menjadi tiga bagian. 
Pertama, kepemilikan individu yang dikenal milkiyah fardhiya. 
Kedua, kepemilikan umum yang dikenal dengan milkiyah ’ammah. 
Ketiga, kepemilikan negara yang disebut sebagai milkiyah dawla.3 
Kepemilikan individu ialah kekayaan yang dapat dimiliki oleh 
setiap individu masyarakat melalui sebab-sebab kepemilikan yang 
disyariatkan oleh Allah seperti hak hasil bekerja, waris, dan 
pemberian harta negara kepada rakyat. Kepemilikan umum ialah 
kekayaan yang oleh Allah diperuntukkan bagi seluruh umat seperti 
kekayaan alam yang tidak boleh dimiliki secara perseorangan. 
Sedangkan kepemilikan negara adalah kekayaan yang merupakan hak 
seluruh kaum muslim yang pengelolaannya menjadi wewenang 
negara seperti harta fa’i, kharaj, jizyah dan lain sebagainya.  
Dalam konteks kepemilikan umum menurut Taqiyuddin ialah 
pemberian As-Syari' yaitu Allah SWT sebagai pemilik alam semesta 
kepada satu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda 
tersebut. Benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan 
umum ialah benda-benda dinyatakan oleh Allah bahwa benda-benda 
tersebut adalah untuk suatu komunitas, di mana masing-masing 
dalam komunitas tersebut saling membutuhkan dan dilarang benda-
bendar tersebut dikuasai hanya oleh seseorang atau sekelompok kecil 
orang. 
Sesuai dengan pemikiran di atas Taqiyuddin An-Nabhani 
menerangkan dengan panjang bahwa benda-benda yang dikatagorikan 
sebagai kepemilikan umum dapat dikelompokkan menjadi tiga 
kelompok besar: Pertama, fasilitas umum. Fasilitas umum 
dimaksudkan sebagai segala kebutuhan umum meliputi apa saja yang 
dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Dimana apabila 
barang tersebut tidak ada dalam suatu negeri atau dalam suatu 
                                                     
3
 Taqiyudin al-Nabhani, An-Nizham al-Iqtishadi al-Islam, terj: Redaksi al-
Azhar Press, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009) 
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komunitas akan menyebabkan kesulitan dan akan dapat menimbulkan 
persengketaan dalam mencarinya.  
Rasulullah saw. telah menjelaskan sifat kebutuhan umum 
tersebut dalam sebuah hadits dari Ibnu Abbas sebagaimana telah 
disebutkan yaitu:  
‚Manusia berserikat (punya andil) dalam tiga hal, yaitu air, 
padang rumput, dan api‛ (HR Abu Daud) 
  
Termasuk hadist riwayat Anas yang menambahkan hadist 
riwayat Ibnu Abbas dengan: ‚wa tsamanuhu haram‛ (dan harganya 
haram), yang berarti dilarang untuk memperjualbelikan fasilitas-
fasilitas umum. Kedua, ialah bahan tambang yang tidak terbatas 
(sangat besar). Bahan tambang dapat diklasifikasikan menjadi dua, 
yaitu bahan tambang yang jumlahnya terbatas (sedikit) dan bahan 
tambang yang jumlahnya tidak terbatas (sangat besar). Bahan 
tambang yang jumlahnya sedikit dapat dimiliki secara pribadi. Hasil 
tambang seperti ini akan dikenai hukum rikaz (barang temuan) 
sehingga harus dikeluarkan 1/5 bagian (20%) dari barang tersebut. 
Sedangkan bahan tambang yang jumlahnya sangat besar 
dikategorikan sebagai milik umum, dan tidak boleh dimiliki secara 
pribadi.  
Ketiga, ialah benda-benda yang sifat pembentukannya 
menghalangi untuk dimiliki secara perorangan. Benda-benda yang 
sifat pembentukannya mencegah individu untuk memilikinya maka 
benda tersebut adalah benda yang termasuk kemanfaatan umum 
seperti jalan umum, sungai, laut, danau, tanah-tanah umum, teluk, 
selat, dan sebagainya. Benda-benda yang bisa disetarakan dengan hal-
hal tersebut diantaranya adalah masjid, sekolah milik negara, rumah 
sakit negara, lapangan, tempat-tempat penampungan, dan lain 
sebagainya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. yaitu :  
‚Kota Mina adalah tempat parkirunta bagi orang yang lebih 
dulu (datang). (Maksudnya tempat untuk umum).‛ 
 
Kepemilikan Sumber Daya Air dalam pandangan maqasid Syariah  
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Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yang tertuang dalam 
PUU 063/PUU-II/2004 memberikan pertimbangan-pertimbangan 
yang pada sebagian pokoknya sebagai berikut: 
a. Karakteristik air yang merupakan bagian dari HAM, oleh 
karenanya negara memiliki peran dalam rangka melindungi, 
mengormati dan memenuhinya; 
b. Negara dapat turut campur di dalam melakukan pengaturan 
terhadap air. Sehingga Pasal 33 ayat (3) harus diletakan di dalam 
konteks HAM dan merupakan bagian dari Pasal 28H UUD 1945 
c. Bahwa air merupakan sebagai benda res commune, sehingga 
tidak dapat dihitung hanya berdasarkan pertimbangan nilai secara 
ekonomi. Konsep res commune, berimplikasi pada prinsip pemanfaat 
air harus membayar Iebih murah; 
d. Hak guna pakai air merupakan turunan dari hak hidup yang 
dijamin oleh UUD 1945 dan masuk ke dalam wilayah hokum publik 
yang berbeda dengan hukum privat yang bersifat kebendaan; 
e. Peran swasta masih dapat dilakukan di dalam pengelolaan 
sumber daya air, selama peran negara masih ditunjukkan dengan 
merumuskan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan 
pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
f. Berdasarkan pokok pertimbangan di atas, maka substansi 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber 
Daya Air tidak bertentangan dengan UUD 1945. 
Hal yang menarik di sini bagaimana frasa ‚dikuasi negara‛ 
diartikan dengan peran negara yang ditunjukkan dengan merumuskan 
kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan 
dalam bingkai maqasid syariah untuk kemamkmuran rakyat.  
Jasser Auda mengatakan bahwa tujuan dari hukum Islam 
(maqashidal Syariah al-Islamiyyah) menjadi prinsip fundamental 
yang sangat pokok dan sekaligus menjadi metodologi dalam analisis 
yang berlandaskan pada sistem syariah. Karena efektifitas dari sebuah 
sistem diukur berdasar pada terpenuhinya tujuan yang hendak 
dicapai, efektifitas dari sistem hukum Islam juga diukur berdasarkan 
terpenuhinya tujuan-tujuan pokoknya (maqashid). Di sini kita bisa 
melihat bahwa tujuan pemerintah adalah untuk kemakmuran rakyat 
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dengan tetap pada prinsip bahwa SDA merupakan milik negara 
sehingga peran swasta terbatas pada pengelolaan, pengembangan dan 
pendistribusian. Peran swasta ini juga tetap mematuhi aturan-aturan 
yang telah dibuat negara dalam rangka kemakmuran rakyat.
4
 
Prinsip  maqashid  tidak  begitu  popular  di lingkungan  usul  
fikih  dan  hukum  Islam  pada  umumnya?  Menurut  Jasser  Auda  
mungkin  usul fikih,  sesuai  dengan  era  perkembangan  awalnya, 
masih  dipengaruhi  oleh  pola  pikir  prinsip kausalitas ala filsafat 
Yunani. Implikasi dari ekspresi atau istilah yang digunakan teks/nash 
tidak memasukkan a purpose implication (dilalah al-maqashid). 
Ekspresi atau ungkapan yang jelas (Imam Hanafi  menyebutnya 
‘ibarah;  Imam  Syafi’i  menyebutnya sarih),  yaitu  jenis  pembacaan  
langsung terhadap nash diberikan prioritas melebihi bentuk-bentuk 
ekspresi lainnya. Pembacaan seperti ini meniscayakan bentuk 
pemahaman yang literal (literal meaning)  dalam bentuk  muhkam, 
nash dan zahir. Sedangkan ekspresi maqashid (purpose) hanya 
mungkin diperoleh pada salah satu dari kategori ‚non clear‛, dengan 
menggunakan istilah-istilah seperti iqtidha’, isyarah atau mufassar 
ataupun ilma’. Tipe-tipe term seperti ini kurang otoritasnya (lack of 
yuridical authority), karena bersifat uncertainty (zhanniyyah). 5 
Dalam  sistem  hukum  Islam,  the  implication  of  the  
purpose  (dilalah  al-maqashid) merupakan ekspresi baru yang akhir-
akhir ini mengemuka di kalangan modernis Islam dalam rangka 
memodernisasi usul fikih. Selama ini, secara umum, dilalah al-
maqashid memang belum dinilai sebagai dilalah qath’i (certain) 
untuk dijadikan sebagai suatu hujjah hukum (yuridical authority). 
Kembali ke permasalahan kepemilikan negara, pengelolaan 
yang dilakukan oleh pihak swasta yang bergeser dari upaya 
pemenuhan kebutuhan air masyarakat menjadi lebih ke profit 
oriented membuat sebagian kalangan khawatir akan air yang 
bergantung pada pasar (supply and demand) sehingga akan sangat 
merugikan rakyat kecil. Akan tetapi ketika kita melihat peran 
                                                     
4
 Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System 
Approach, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007) 
5
 Ibid. 
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pemerintah disana sebagai pengatur dan pemberi izin, tentu sudah 
membuat aturan-aturan untuk mencegah hal tersebut.  
 
Simpulan 
Konsep kepemilikan negara oleh mahkamah konstitusi 
diartikan sebagai ‚menguasai‛ sehingga air sebagai barang umum 
tetap dimiliki oleh negara. Peran dari pihak swasta hanya sebatas 
pada pengembangan, penelitian dan pendistribusian saja, selebihnya 
tetap dikuasai negara dalam hal merumuskan kebijakan, pengurusan, 
pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Negara tidak hanya 
berperan sebagai pengatur akan tetapi juga tetap sebagai pengelola 
melalui BUMN dan BUMD.  
Dalam maqasid syariah, dilalah maqasid harus dikembangkan 
sebagai bagian dari perkembangan modern. Peran negara sebagai 
pemilik SDA tidak diartikan secara sempit dengan meniadakan peran 
pihak lainnya dalam pengelolaan SDA. Tujuan (maqsid) dari negara 
yaitu untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya harus dilakukan 
oleh semua pihak, tidak hanya oleh negara sendirian.  
Perkembangan terakhir dari UU SDA No. 7 tahun 2004 
kembali mengalami judicial review pada akhir 2013 lalu. Namun 
hingga tulisan ini dibuat belum ada putusan yang diberikan oleh 
mahkamah konstitusi.  
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